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SALINAN 

 

 

 

 

 

BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

NOMOR  22 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 137 TAHUN 2020 

TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK 

 

BUPATI LEBAK, 

  

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten 

Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 

137 Tahun 2020; 

b. bahwa terdapat penyesuaian dalam Pengelolaan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah di Kabupaten Lebak sehingga perlu dilakukan 
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perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Lebak Nomor 137 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lebak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4052)  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat  pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 

51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2020 Nomor 23); 

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lebak yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2020 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 137 TAHUN 2020 

TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 

ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH DI KABUPATEN LEBAK. 

 

 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 

137 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lebak 

(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 138) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan 

selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran 

BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Sisa lebih penghitungan anggaran BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan 

realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. 

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun 

anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala 

daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas 
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daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas 

dan rencana pengeluaran BLUD. 

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas. 

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud padaayat (3) yang digunakan untuk 

membiayai program dan kegiatan harus melalui 

mekanisme APBD. 

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya apabila 

dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 

mendahului perubahan APBD. 

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun 

anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila 

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; 

(8) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b termasuk pengadaan obat-

obatan, bahan medis habis pakai, pembangunan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembangunan 

Tempat Penyimpanan Limbah Sementara (TPS), dan 

pemenuhan sarana prasarana lainnya yang bersifat 

mendesak. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 10 Mei 2022 

BUPATI LEBAK, 

 

Ttd. 

 

ITI OCTAVIA JAYABAYA 

 

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 10 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

 

Ttd. 

 

BUDI SANTOSO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 22 


